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ABSTRAKS

RIDHO ALIF ARYA SAPUTRA, Hukum Pidana, Fakultas Huk Universitas Brawijaya, 24
Agustus 2011 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Polres Kota
Palangka Raya), Prof.Dr.l.Nyoman Nurjaya, SH.MS; Bambang Sudjgé].MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigearlindungan Hukum Terhadap
Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Piddfesusilaan Dalam Lingkup Rumah
Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Polres Kota PalanBleya). Hal ini dilatarbelakangi dengan
adanya masalah ekonomi rumah tangga yang tidak nhenerang tua tidak mempunyai
pekerjaan tetap, dan adanya kesempatan dari petam melakukan tindak pidana kesusilaan.
Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinyaatinpidana kesusilaan dalam lingkup rumah
tangga, salah satunya adalah faktor ekonomi. Keadkanomi yang tidak menentu dan tidak
mempunyai pekerjaan tetap mengakibatkan tindaknpideesusilaan terhadap anak terjadi.
Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang mekgtan tindak pidana kesusilaan, salah
satunya adalah pada saat pemeriksaan tahap pemyidikrban diperlakukan secara khusus,
seperti penyidik yang melakukan penyidikan biasaagalah penyidik perempuan, dan tidak
menggunakan pakaian dinas, serta dilakukan padganayang khusus. Karena pada saat proses
penyidikan, kondisi psikis atau mental korban tidakeh dalam keadaan dibawah tekanan.
Kemudian dalam hal ini adanya upaya pencegahamaspoaventif yang dilakukan Pemerintah
Kota Palangka Raya, Kepolisian Resort (Polres) Kakangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota
Palangka Raya dan Lembaga Perlindungan Anak Kolanflea Raya dalam memberikan
perlindungan terhadap anak yang menjadi korbarakipidana kesusilaan dalam lingkup rumah
tangga, maka metode pendekatan yang dipakai aglatadis sosiologis. Penelitian dilakukan
dengan melihat realita yang terjadi di lapangan deenelaah suatu permasalahan yang
dikorelasikan dengan peraturan yang ada perihdihgangan hukum terhadap anak dibawah
umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaaland lingkup rumah tangga (KDRT),
dengan maksud dan tujuan untuk menganalisis fgkémyebab, untuk menganalisis bentuk
perlindungan hukum dan menuju pada upaya pencegsdtara preventif. Kemudian seluruh
data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis

Dengan melihat perlindungan hukum terhadap anakwdibh umur yang menjadi korban
tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tan&d2RT), secara keseluruhan pihak yang
terkait sudah baik dalam mengupayakan pencegaltamaspreventif, walaupun hanya sebatas
regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Pentigda Anak.

Xii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhang¥Wdaha Esa, yang senantiasa
harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkattabat dan hak-hak sebagai manusia yang
harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakagiaoadari hak asasi manusia yang termuat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indofeshan 1945 dan konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kglad berbangsa dan bernegara, anak
adalah masa depan bangsa dan generasi penerggeacit@ngsa, sehingga setiap anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembanggareipasi serta berhak atas perlindungan

dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hpk gan kebebasan

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentaaig Ahak maupun UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberik#asha anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak iyesih dalam kandungan. Hak dasar anak
adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik dasng tua, Negara dan masyarakat.
Memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan &bssjgannya merupakan sebagian dari hak-
hak anak. Oleh karena hak anak adalah hak asasisimamaka pelanggaran hak anak berarti

pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk angnjdan melindungi anak dan
hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,béapartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta pangeerlindungan dari kekerasan,

! Penjelasan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentarigdungan Anak.



diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejanp@mganiayaan, penyiksaan, ketidakadilan dan
perlakuan salah lainnya. Karena itu negara, pemaérimasyarakat, orangtua dan keluarga wajib

memberikan perlindungan kepada ahak.

Di dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pamngdan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, ruang lingkup rumah tangga meliputi :

a. Suami, istri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga demgeny sebagaimana dimaksud
pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinansupuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan npedaf@m rumah tangga tersebut.
Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk pembatau tindakan terhadap anak

yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau peaderisecara fisik, seksual, psikologis
dan/atau penelantaran termasuk ancaman, pemaksaanedendahkan martabat.

Pemerkosaan adalah seorang pria yang memaksa @adm@ wanita bukan isterinya
untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan anckekerasan, yang mana diharuskan
kemaluan pria telah masuk kedalam Iubang kemalueorasg wanita yang kemudian
mengeluarkan air mafi.

Kasus tentang anak-anak dibawah umur yang meng@tiak tindak pidana kesusilaan
dalam lingkup rumah tangga yang terjadi di KoteaRgka Raya. Berdasarkan hasil penelitian di
Polres Kota Palangka Raya, pada umumnya yang melaj@d belakang adanya kekerasan

dalam rumah tangga khususnya di Kota Palangka Ragla tahun 2007 hingga tahun 2011,

2 Ketentuan Umum BAB | Pasal 1 butir 2 Undang-UndBliog23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

% Ketentuan Umum BAB | Pasal 1 butir 1 Undang-UndBliog23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

* Muhammad Tholchah HasaPerlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Malang, 2001, hal 41.



yaitu masalah ekonomi rumah tangga yang tidak ntapemang tua (suami) tidak mempunyai
pekerjaan tetap dan istri tidak dapat memahamideaaduami yang tidak mempunyai pekerjaan
tetap, karena di Kota Palangka Raya untuk lapamgkerjaan terhadap orang yang tidak
mempunyai pendidikan tinggi dan kurangnya keteréampatau keahlian khusus, hanya akan
menjadi pekerja kasar (kuli bangunan), wawasangotaa yang sangat minim, selain itu sifat
orang tua (suami)/atau paman yang sangat temprahmemhadap lingkup keluarga, karena
terpengaruh lingkungan sekitar seperti mabuk-madokkan berjudi dapat menjadi awal
terjadinya tindak pidana kesusilaan. Selain ituatBkakan adanya kesempatan pelaku dalam
melakukan tindak pidana kesusilaan.

Penduduk pendatang yang datang ke Kota Palangka ffraa umumnya tidak memiliki
keahlian yang khusus untuk dapat melakukan sudtarjg@an. Selain itu kurangnya wawasan
dan pendidikan minim yang mereka miliki sangat bagaruh dalam perekonomian yang
mereka dapatkan. Sehingga karena minimnya pendidied perekonomian yang tidak tetap
dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusitlam lingkup rumah tangg&arena
ekonomi yang tidak menentu dan adanya emosiona ydak terkendali, maka dapat menjadi
pendukung terjadinya tindak pidana kesusilaan détagkup rumah tangga.

Dalam banyak kasus tentang tindak pidana kesusilakam lingkup rumah tangga relatif
jarang terungkap atau membutuhkan waktu yang léaiakan bertahun-tahun baru terungkap,
karena dua alasan, yaitu :

1. Sebagai anak yang lemah dan masih menumpang padg twanya, korban mungkin
telah diancam sedemikian rupa oleh ayah kandundnyan saja keselamatan dirinya,
tetapi juga masa depan dan keselamatan ibu kanganggndiri. Seorang ayah yang

sudah kerasukan setan, niscaya tidak akan segagamem dan melakukan tindak

® Hasil pra survey di Polres Kota Palangka Raya.



kekerasan, baik kepada anak maupun istrinya untekutapi agar tindakan tersebut

tidak diketahui orang lain;

2. Pihak keluarga, terutama ibu dan saudara-sauda@dukg korban sepakat untuk tidak
sampai membuka aib yang terjadi di keluarganya Wailp dengan alasan takut nama
keluarganya dapat tercenfar.

Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorapgh,apaman, kakek ternyata
seringkali tidak berlangsung sekali-dua kali, demkdian si pelaku menyesal telah melakukan
tindakan tersebut. Bujuk rayu dan ancaman adalatiusmoperandi yang biasa dilakukan si
pelaku untuk menutup-nutupi tindakan yang telalakdikan, dengan demikian dalih bahwa
tindakan mereka karena khilaf.

Dari adanya kasus yang melatarbelakangi terjadkslerasan dalam rumah tangga
terhadap anak-anak dibawah umur yang menjadi karbhdak pidana kesusilaan secara mental
akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Berdasarkan jumlah data laporan, kasus anak—abakvdh umur yang menjadi korban
tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tantgrhitung pada Tahun 2007 sebanyak 1
kasus, Tahun 2009 sebanyak 1 kasus dan hinggaagnbP011 sedikitnya 1 kasus anak-anak
dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana s&san dalam lingkup rumah tangga.
Kebanyakan, anak-anak itu berusia di bawah 15 tattata-data tersebut berdasarkan laporan

dari pihak korban ke Polres Kota Palangka Rayan&aitan Tengah.

® Bagong Suyantd?elanggaran Hak dan Perlindungan Sosial bagi Anak Rawan, Airlangga University Press, 2003,
hal 53.
” Ibid, hal 56.



Akibat yang ditimbulkan dari adanya kasus tindaklapia kesusilaan dalam lingkup
rumah tangga, terhadap korban khususnya, yaitu :

1. Adanya trauma psikis yang dialami oleh korban,waiterasa tertekan rasa takut dan
depresi berat;

2. Adanya trauma fisik, seperti sakit, memar, lukaalebyang ditimbulkan dari pukulan
tangan kosong oleh para pelaku tindak pidana Keasmsidan luka pada organ intim
hingga terjadi pendarahan.

Apabila korban tindak pidana kesusilaan mengalastakutan dan depresi berat secara
psikis untuk kembali kerumah, maka akan mendapatkajud perlindungan hukum dan
perlindungan keamanan terhadap korban dalam melakalktivitas sehari-hari, seperti di
Rumah Singgah, Psikiater dan Lembaga Bantuan Huldunmya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana kesusilahadap anak-anak yang terjadi di
Palangka Raya adalah seorang paman menyetubumaegmya sendiri yang masih berumur
11 tahun. Kejadian tersebut berawal ketika “Bungeima samaran), sedang bermain pada hari
Jum’at tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 11.30BWKemudian sang paman mengajak
korban ke ladang dengan alasan diminta oleh ibbakorSesampainya di jalan setapak, pelaku
mencekik dan menyuruh korban untuk membuka bajusgga memaksa korban untuk
berhubungan intim. Sebelum melakukan perbuatarsnyeelaku telah merencanakannya terlebih
dahulu. Hal tersebut terlihat dari adanya terplaisfayang dipersiapkan oleh si pelaku di tempat

pelaku melakukan perbuatanrfya.

8 Kalteng Pos, 24 Maret 201 Ketika Sang Paman Gagahi Keponakannya, halaman 2.



Dari Kasus di atas merupakan contoh dari sekiatydlakasus yang mewakili realita
tindak pidana kesusilaan terhadap anak yang dilakuleh orang tua atau keluarga dalam
lingkup rumah tangga. Sehingga dengan mengetamyiak@an tindak pidana kesusilaan yang
dilakukan terhadap anak diatas, maka penulis begkean untuk mengangkat dalam suatu
tulisan ilmiah yang berjudul “Perlindungan HukumrA@dap Anak Di Bawah Umur Yang

Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam LufgRumah Tangga”.

B. Rumusan M asalah

Tindak Pidana Kesusilaan merupakan perbuatan yamgpé pemaksaan hubungan
seksual dengan cara yang tidak wajar terhadap dibalvah umur, sehingga anak yang menjadi
korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup ruta@igga memerlukan perlindungan secara
khusus. Meningkatnya jumlah anak dibawah umur yaagjadi korban tindak pidana kesusilaan
dalam lingkup rumah tangga pada saat ini tentu saj@at mengkhawatirkan berbagai pihak.
Oleh karena itu perlu dan penting untuk melakukanefitian mengenai perlindungan hukum
terhadap anak dibawah umur yang menjadi korbarakinuidana kesusilaan dalam lingkup

rumah tangga.

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, npekaulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tingalana kesusilaan dalam lingkup

rumah tangga terhadap anak dibawah umur khusukn§@ta Palangka Raya?



2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawahr yang menjadi korban
tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tanggh Kepolisian Resort (Polres)
Kota Palangka Raya?

3. Bagaimana upaya pencegahan (preventif) Pemerintéd Ralangka Raya, Polres Kota
Palangka Raya, Dinas-dinas terkait Kota PalangkgaRtan Lembaga Perlindungan
Anak Kota Palangka Raya dalam memberikan perlindarigrhadap anak yang menjadi

korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rutaabgga?

C. Tujuan Pendlitian

Dari kedua permasalahan yang terdapat dalam paneiiti maka tujuan yang hendak

dicapai adalah:

a. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya ting@lana kesusilaan dalam lingkup
rumah tangga terhadap anak dibawah umur khususi§@al Palangka Raya.

b. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum teapadnak dibawah umur yang
menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lipgkumah tangga oleh Kepolisian
Resort (Polres) Kota Palangka Raya.

c. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Kota Palangke RPolres Kota Palangka Raya,
Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya dan LemPagindungan Anak Kota Palangka
Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anai iyeenjadi korban tindak pidana

kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.



D. Manfaat Penelitian
a. Teoritis.

1. Untuk pengembangan kajian keilmuan, khususnya daiigd hukum terhadap
Perlindungan Anak, agar dapat mengurangi atau ntaskean kasus anak yang
menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lpgiumah tangga, khususnya di
Kota Palangka Raya.

b. Praktis.

1. Berguna sebagai bahan pertimbangan membentuk pmTaperlindungan anak
lainnya yang berkaitan secara langsung maupun talasung sebagai pelengkap
undang-undang yang telah ada.

2. Untuk membantu pengambilan kebijakan terhadap ad&agus anak yang menjadi
korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup run@atgga, khususnya di Kota
Palangka Raya, sehingga dengan adanya kebijaksebterdapat mengurangi atau
menuntaskan kasus tersebut.

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perlgatu terhadap anak yang
menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam lpgkimah tangga yang lebih baik

dan sesuai dengan keadaan anak tersebut.



E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukaraligis kemudian disusun dalam
bentuk laporan akhir dengan sistematika penuligaikud :
BAB | Pendahuluan : uraian latar belakang masalah, perumusan masaialan penelitian,
manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB Il Tinjauan Pustaka : uraian tentang kajian terhadap teori-teori ilmiamg berhubungan
dengan konsep yang dipermasalahkan dan akan diginiakam menganalisis.
BAB |11 Metode Penelitian : uraian tentang pendekatan/jenis penelitian, logaselitian, jenis
dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pepglam data, teknik analisis data.
BAB IV Hasl dan Pembahasan : merupakan bab yang berisikan Hasil Penelitian dan
Pembahasan, meliputi gambaran umum Polres KotandtaaRaya, Struktur Organisasi
Kepolisian Kota Palangka Raya, Struktur Organigagpolisian Resort (Polres) Kota Palangka
Raya, Deskripsi Kerja Kepolisian Resort Kota Pakanaya, bentuk-bentuk penanganan dari
unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres KotanBka Raya terhadap korban tindak
pidana kesusilaan, faktor penyebab terjadinya kingidana kesusilaan dalam lingkup rumah
tangga terhadap anak dibawah umur khususnya @& Ratangka Raya, bentuk perlindungan
hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi kotbalak pidana kesusilaan dalam
lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Resort (PolrEsta Palangka Raya dan upaya
pencegahan (preventif) Pemerintah Kota Palangkaa RBglres Kota Palangka Raya, Dinas-
Dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Plentigan Anak Kota Palangka Raya dalam
memberikan perlindungan terhadap anak yang mekf@thian tindak pidana kesusilaan dalam
lingkup rumah tangga.

BAB V Penutup : berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran.



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia sebagai Negara Hukum berdasarkan Pancésituslah memberikan
Perlindungan Hukum terhadap warga masyarakatnyaaisetengan yang tercantum dalam
pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negapulti& Indonesia Tahun 1945, oleh
karena itu Perlindungan Hukum berdasarkan Pancak#la harkat dan martabat manusia atas

dasar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuanusgawaratan, serta keadilan soSial.

Didalam Bab | Ketentuan Umum Pasal 1 butir (2) Ungdelndang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adségjala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidupptin, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabsrkesiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Hukum adalah, segala daya upaya yi#aigiklan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga Pemerintah, Swasta yang umemtumengusahakan pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup gesgan hak-hak asasi yang ada.

Untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum yang bzaka diperlukan hukum yang
sesuai dengan masyarakat tersebut. Hal ini sesugiad inti alirarSociological Jurisprudence
menyatakan hukum yang baik itu adalah hukum yasgaa&engan hukum yang hidup didalam
masyarakat. MenuruRoscoe Pound,'® tugas utama dari hukum adalah Rekayasa Sosial.
Sedangkan fungsi utama hukum antara lain untuknohetigi kepentingan. Terdapat 3 (tiga)

kepentingan yang sah dilindungi hukum, yaitu kejpgiain umum, kepentingan sosial, dan

° Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTaB45 Pembukaan Alinea ke-4.
19 Hikmahanto,” Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukural.175.
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kepentingan pribadi. Berarti melindungi kepentingaak adalah kewajiban bagi Negara untuk

memenuhinya.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedatahadap kaum laki-laki
maupun perempuan, sistem Pemerintahan Negara s@bagayang sudah dicantumkan dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik nesl@ Tahun 1945 diantaranya
menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yamdabarkan atas hukuiiRechstaat) dan

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (Hukasai).”

Sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesegai@bana yang tercantum dalam
Alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 datitemudian dari pada itu untuk
membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia rya@tigdungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mé&arajkesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melakukan ketertiban adw@ing berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian dan keadilan sosial............ " dari pernyataamapat disimpulkan telah terletak

landasan hukum mengenai “Perlindungan”.

Anak menurut Konvensi Hak Anak adalah mereka yaagrur dibawah 18 tahun.
Sedangkan Anak menurut undang-undang Perlindungeak Aerdapat pada Pasal 1 butir (1)
yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun tekmasak yang masih dalam kandungan.
Dalam penelitian ini penulis merujuk pengertiankadari undang-undang perlindungan anak.
Mengenai defenisi anak penulis menggunakan defamak, menurut UU No.23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak.
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a) Pengertian Kekerasan Seksual (kesusilaan) terhadap Anak
Kekerasan seksual (kesusilaan) terhadap anak agatbhatan yang berupa pemaksaan
hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual desmrgatidak wajar dan/atau untuk tujuan

tertentut!

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau juga disetkerasan domestik adalah
penganiayaan yang dilakukan seseorang yang beradan dsatu keluarga terhadap anggota
keluarga lain. Selain itu Kekerasan Dalam Rumalg@a{KDRT) juga merupakan suatu bentuk
perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enadlefjtaan), rasa sakit, luka, dan sengaja

merusak kesehatah.

Anak-anak sebagai korban adalah merupakan hal waray, semasih mereka itu lemah
dan kurang berpengalaman, mungkin mereka menjadiakopenyerangan. Mereka mudah
menjadi korban tidak hanya karena keadaan fisikrbelmbuh berkembang, tetapi juga karena

kepribadian mereka yang belum matang, jiwanya kil mempunyai sifat menentatig.

Dalam Pasal 37 Keputusan Presiden No. 36 Tahun te@®ng Ratifikasi Konvensi Hak
Anak, menyatakan tidak seorang pun anak akan mesgadran tindak kekerasan atau perlakuan
lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi ataerusak. Selain itu, dalam Pasal 19
Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa set@kpberhak mendapatkan perlindunganm
dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, peteslan, penyalahgunaan, perlakuan salah dan

eksploitasi dari pihak manapun termasuk orangtua.

1 pasal 8 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusier&san Dalam Rumah Tangga.

2 Mulida H.Syaiful Tency dan Ibnu Elmi A.S. Pekekerasan Seksual dan Perceraian, Malang, 2009, hal 19.
13 Made Sadhi AstutiHukum Pidana dan Perlindungan Anak, Univ. Negeri Malang, 2002, hal 27.

14 Keppres No. 36 Tahun 199Ratifikasi Convention on The Rights of Child.
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b) Ketentuan Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Kesusilaan dalam Lingkup Rumah Tangga, yang diatur dalam beberapa Undang-
Undang.

Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenangwemnjan hukum terhadap anak,
peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk kokén kegiatan pembinaan atau
pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatknmh yang timbul dan atau untuk

kepentingan anak disebut sebagai Hukum PerlinduAgak™.

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undamdang Hukum Pidana.
Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitattang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tercantum beberapa pasal untuk mengatuakiquidana kejahatan terhadap kesusilaan

seperti berikut :

a. Pasal 281 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum PiddiaHP), yang menyatakan
“Diancam dengan pidana penjara paling lama duantdelapan bulan atau pidana denda
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggssilkan.

b. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHRang menyatakan
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekemasmaksa seorang wanita
bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam@nia melakukan perkosaan dengan

pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

15 Maulana Hasan Wadon@éngantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak” , Jakarta, 2000, hal 44.
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c. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHR3ng menyatakan
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita udir Iperkawinan, padahal
diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya baimvanya belum lima belas tahun,
atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waldwmtuk dikawin, diancam dengan
pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

d. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHRang menyatakan
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancamana kakerasmaksa seorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabiahcam karena melakukan
perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaagadgndana penjara paling lama
Sembilan tahun”.

e. Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHRang menyatakan
“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul denganngm@alanak tirinya, anak angkatnya,
anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yangliparaannya, pendidikan
atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupumardéogangnya atau bawahannya
yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjlang fzana tujuh tahun”.

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejalrtekaak.

Undang-undang ini mengatur beberapa pasal yang erédmb perlindungan atas

kesejahteraan anak. Mengenai hal tersebut diatamd@asal 2, yang menyatakan :

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, aswudramithbingan berdasarkan kasih
sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam askhasus untuk tumbuh dan

berkembang dengan wajar.
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2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan nkpuzen dan kehidupan
sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan keprib&diagsa, untuk menjadi warga
negara yang baik dan berguna.

3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungak, seanasa dalam kandungan maupun
sesudah dilahirkan.

4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungdaphyang dapat membahayakan
atau menghambat pertumbuhan dan perkembanganngardesjar.

Dari ketentuan Pasal-pasal diatas, dapat dijelaskbwa kekerasan seksual (kesusilaan)
dalam rumah tangga, merupakan tindakan yang medanggk-hak anak untuk perlindungan
terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakam menghambat pertumbuhan dan
perkembangan anak tersebut dengan wajar. Padangaskekerasan seksual dalam lingkup
rumah tangga yang terjadi pada anak akan menimiglikacangan terhadap psikisnya sehingga

dapat menghambat perkembangan jiwa dan bekas iakgah intimnya.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasiudia.
Tindak Pidana Kesusilaan terhadap anak dalam Imglkmah tangga merupakan bentuk
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sehinggeerftgah memberikan perhatian secara
khusus sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasaya&i§1) dan ayat (2) Undang-undang

Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :

1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungakunh dari segala bentuk
kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perfakuauk, dan pelecehan seksual selama
dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pils@k manapun yang

bertanggungjawab atas pengasuhan.
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2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak mlkgaksegala bentuk penganiayaan
fisik atau mental, penelantaran, perlakuan burukn gelecehan seksual termasuk
pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anaksghagusnya dilindungi maka

harus dikenakan pemberatan hukuman.

4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
Dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002nigrdapolisian diatur tugas pokok

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayaepada masyarakat.
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, para and@gpolisian harus berdasarkan
norma hukum, norma agama, norma kesopanan, darafi@susilaan, serta menjunjung tinggi

hak asasi manusia.

Pasal 14 huruf (g) Undang-undang No. 2 Tahun 280tahg Kepolisian, mengatur tugas
pokok lainnya, yaitu : melakukan penyelidikan danyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturamda@grundangan lainnya.

5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang PerlinduAgeak.
Dalam Undang-undang perlindungan anak tercanturerbpb pasal yang memberikan
perlindungan terhadap hak-hak anak serta adanyadergan hukum anak yang menjadi

korban kekerasan seksual.
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Adapun ketentuan pasal-pasal tersebut antaradbisgai berikut :

. Pasal 17 ayat (2) yang menentukan : “Setiap analy yaenjadi korban atau pelaku
kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan lngkbak dirahasiakan”.

. Pasal 18 yang menentukan bahwa, “Setiap anak yamgath korban atau pelaku tindak
pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan baainaga.

. Pasal 59 yang menentukan : “Pemerintah dan lemNagara lainnya berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungarstbikepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anmakkelampok minoritas dan
terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekondam/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyatetagu narkotika, alcohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), arkakban penculikan, penjualan dan
perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/a¢atainanak yang menyandang cacat,
dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

. Pasal 64 ayat (1) yang menentukan : “Perlindundarsiks bagi anak yang berhadapan
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal BSuth@anak yang berkonflik
dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meamledwajiban dan tanggungjawab
pemerintah dan masyarakat” dan ayat (2) butir agyarenentukan : “Perlindungan
khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukumaselaag dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan melalui, "Perlakuan atas anak secaraisiawi sesuai dengan martabat dan
hak-hak anak”.

. Ketentuan pidana bagi seseorang yang melakukandsse seksual anak terdapat pada
Pasal 81 ayat (1) undang-undang perlindungan aaa§ ynenyatakan : “ Setiap orang

yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau amdegkarasan memaksa anak

17



melakukan persetubuhan dengannya atau dengan t@emgdipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan patingkat 3 (tiga) tahun dan denda
paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus jutpiah) dan paling sedikit Rp

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapkiskerasan Dalam Rumah

Tangga.

Dalam Undang-undang penghapusan kekerasan dalamhrtangga tercantum pasal
yang mengatur tentang perlindungan terhadap kekerdalam rumah tangga yang dilakukan
oleh pelaku, yaitu Pasal 46 yang menyatakan &petrang yang melakukan perbuatan
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam ®dsaiuf (a) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau deatlag banyak Rp.56.000.000,00 (lima

puluh enam juta rupiah)”.

Dari beberapa ketentuan Perundang-undangan di aaka dalam skripsi ini
perlindungan terhadap hak-hak anak dan perlinduhg&nm pada tahap penyidikan terhadap
anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan déleghup rumah tangga mengacu pada

ketentuan dalam Perundang-undangan sebagai berikut

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undamdang Hukum Pidana;
2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejaltekaak;

3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasiudia (HAM);

4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;

5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang PerlinduAgeak;
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6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapkiskerasan Dalam Rumah
Tangga.

c) Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga
Pasal 5 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentangh@pusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga menggolongkan bentuk kekerasan dalaahrtangga menjadi 4 (empat), yaitu
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan skkdaa penelantaran rumah tangga, yang
secara terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatksa sakit, jatuh sakit, atau luka
berat;

b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibakiedakutan, hilangnya rasa
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindadsa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang;

c. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan sgksgatilakukan terhadap orang
yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan peraakisubungan seksual terhadap
salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengargdean untuk tujuan komersial
dan/atau tujuan tertentu;

d. Penelantaran rumah tangga adalah segala sikaped@kyan yang menghambat proses
tumbuh kembang anak serta membiarkan anak dalaasskurang gizi, tidak mendapat
perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anakaangmengemis, dikucilkan,
ditolak kehadirannya, dan memaksa anak menjadi jahe@kan, pemulung dan jenis-jenis

pekerjaan lain yang dapat membahayakan tumbuh kegrdozak.
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Sudah banyak peraturan yang telah dikeluarkan péaherintah mengenai perlindungan
anak, khususnya mengenai anak yang menjadi korbdakt pidana kesusilaan dalam lingkup
rumah tangga. Namun tindak pidana kesusilaan ydagu#tan terhadap anak-anak semakin

meningkat jumlahnya, hal ini menunjukkan bahwa ksdaaan perlindungan anak belum

maksimal.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

a) Pendekatan Pendlitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan wusmkiologis, yang digunakan untuk
menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak npdiesusilaan dalam lingkup rumah tangga
terhadap anak dibawah umur khususnya di Kota Pldaiaya, untuk menganalisis bentuk
perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yegrgadi korban tindak pidana kesusilaan
dalam lingkup rumah tangga oleh Kepolisian Rededires) Kota Palangka Raya, serta untuk
menganalisis upaya Pemerintah Kota Palangka Rag@olisian Resort (Polres) Kota Palangka
Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya danblagia Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yaenjadi korban tindak pidana
kesusilaan dalam lingkup rumah tangga dengan nteldsaita yang terjadi di lapangan dan
menelaah suatu permasalahan yang dikorelasikaradgogyaturan perundang-undangan yang
ada’® Dalam hal ini mengacu pada ketentuan yang terdigiam UU No. 1 Tahun 1946 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. @itin 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, , UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi MamyHAM), UU No. 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU B® Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusanrisére dalam Rumah Tangga (PKDRT),

dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentangdfsi Hak Anak.

b) Lokas Pendlitian

16 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1986, hal 10.
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Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitidakslinakan atau tempat dimana
seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetaykalokasi penelitian adalah agar diketahui
dengan jelas obyek penelitian. Penelitian ini ditalakan di Kepolisian Resort (Polres) Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Selain Kepoliftasort (Polres) Kota Palangka Raya,

terdapat pembagian wilayah Kepolisian Sektor (Rdlgang terdiri atas 3 wilayah, yaitu :

1. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Pahandut;
2. Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Batu;

3. Kepolisian Sektor (Polsek) Sebangau.

Pemilihan lokasi di Kepolisian Resort (Polres) KB@langka Raya Kalimantan Tengah,
karena terkait dengan kasus anak yang menjadi kdrbdak pidana kesusilaan dalam lingkup

rumah tangga, serta wujud perlindungan hukumnya.

¢) Jenisdan Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang cukup dan pembahasgnbygak serta berkaitan dengan

permasalahan yang ada.
Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu gataer dan data sekunder.

1. Data Primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan secagslarg dari lapangai.Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan responden, ddiamini adalah Penyidik di Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres KatanBka Raya, Kepala Dinas Sosial
Provinsi Kalimanta Tengah, dan Sekretaris Lembagéindungan Anak (LPA) Kota Palangka

Raya.

7 M. Igbal HasanlMetodelogi Penelitian & Aplikasi, Remaja Karya, Bandung, 1999, halaman 35.
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2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalbharbhahan kepustakaan yang
meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangarark internet, dan data resmi dari instasi
yang digunakan sebagai tempat penelitian. Datadesldalam penelitian ini diperoleh dari studi
kepustakaan, antara lain dengan mempelajari ltergteraturan perundang-undangan, situs

internet, koran, dan sumber-sumber lainnya yangndigan sebagai tempat penelitian.

d) Populas dan Sampel
1. Populasi.
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyegadeniri yang sam& Populasi

dalam skripsi ini meliputi polisi Reserse Krimir{&leskrim) di Polres Kota Palangka Raya.

2. Sampel.

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebumpulpsi:® Pengambilan sampel
dalam penelitian ini didasarkan padRurposive Sampling, yaitu penarikan sampel yang
dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarlata gujuan tertentt?> Pengambilan
sampel dilakukan pada bagian penyidik unit Perlivgdun Perempuan dan Anak (PPA), karena
yang berwenang dalam menangani kasus kekerasam dafaah tangga (KDRT) dan kasus

tentang tindak pidana kesusilaan. Sampel dalamipaneini adalah:

1) Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) iredkolres Kota Palangka Raya.

18 Bambang Sunggon®etode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 42.

19 1bid, halaman 122.

% Ronny Hanitijo Soemitrdyletodelogi Penelitian Hukum, Cetakan 4, Ghaliya Indonesia, Jakarta, 1990, halama
518
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Responden adalah 5 (lima) orang penyidik unit Reédihngan Perempuan dan Anak

(PPA) yaitu:

1. Ipda Uni Subiyanti
2. Bripka Joko

3. Brigadir Elisabet

4. Brigadir Muhsinin

5. Briptu Erna.

€) Teknik Pengumpulan Data
1. Data Primer.
Data primer adalah data yang diperoleh secara daggslari sumber data. Data ini
diperoleh dengan melakukan wawancara, wawancaflahadara untuk memperoleh informasi
dengan cara bertanya langsung dengan responderanar® merupakan suatu proses interaksi

dan komunikasi. Wawancara dalam penelitian inikdikan terhadap:

a. Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
b. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;

c. Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kotaigita Raya.

2. Data Sekunder.
Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknigymepulan data yang tidak secara
langsung ditujukan kepada subyek peneliffarPengumpulan data dengan cara mencatat

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yhigliti dan dilakukan dengan

21 Ronny Hanitijo SoemitraQp.cit, halaman 54.
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menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teng glapat digunakan sebagai pedoman. Data

sekunder adalah data yang diperoleh dari:

a. Studi kepustakaan.
Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulka@a dati penelusuran bahan

pustaka.

b. Studi dokumen.

Dengan mengutip dan mempelajari sumber data sekyadg ada, berkas-berkas Berita
Acara Penyidikan terhadap Korban dari Polres UailiRdungan Perempuan dan Anak (PPA)
Kota Palangka Raya, UU No. 1 Tahun 1946 tentang@tKiyndang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraaaki UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Ksjam Negara Republik Indonesia , UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU 2BTahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Keppres No. B&nTE90 tentang Konvesi Hak Anak.

c. Akses Internet.
Mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakises internet. Situs internet yang

digunakan adalah http://www.artikata.com/arti-372%@susilaan.html.

f) Teknik Analisis Data
Berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis goeadgan deskriptif analisis, yaitu
menggambarkan atau mengungkapkan suatu masalatfaakealari adanya peristiva dalam
penelitian berdasarkan faktor-faktor yang tampaauils dalam hal ini menganalisis data-data
yang diperoleh di lapangan mengenai faktor penyeieajdinya tindak pidana kesusilaan

terhadap anak dibawah umur, serta upaya pencedahaventif) Pemerintah Kota Palangka
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Raya, Polres Kota Palangka Raya, Dinas-Dinas tetkaia Palangka Raya dan Lembaga
Perlindungan Anak Kota Palangka Raya dalam memérerdlerlindungan hukum terhadap anak

yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan déitegkup rumah tangga.

g) Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan batasan kata kuad peneliti oleh peneliti dengan

berdasar kepada obyek dan tema penelitian. Jagepén operasional yang digunakan adalah:

a. Pengertian perlindungan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ddataemberikan pengayoman
terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oramgdan perlindungan tersebut diberikan
kepada masyarakat. Jadi pengertian perlindungannhagklalah segala upaya hukum yang wajib
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk membenkaa aman baik fisik maupun mental

dari ancaman, gangguan, atau kekerasan dari pinakpuan.

b. Pengertian anak.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (aelslas) tahun, termasuk anak yang

masih dalam kandungah.

c. Kekerasan terhadap anak.
Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk pmmbatau tindakan terhadap anak
yang berakibat timbulnya penderitaan secara fseksual, psikologis, dan penelantaran rumah

tangga.

d. Kesusilaan.

Kesusilaan adalah perihal susila yang berkaitagat®eadab dan sopan sanftin.

%2 pasal 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang PerlindungzakA
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e. Rumah tangga.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringap lyang bertujuan sebagai
lambang tempat yang aman yang dapat mententrarivkansebagai tempat latihan yang cocok
untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang #asm membina keluarga dan merupakan
arena yang nyaman bagi orang yang menginginkanphlthhagia dan sejahtera sehingga
pengertian rumah tangga dalam skripsi ini adalaurgan atau jaringan yang hidup didalam
sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istrikadan orang-orang yang mempunyai hubungan
keluarga karena hubungan darah, perkawinan, pemsufengasuhan, dan perwalian, yang

menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yanerjdeltnembantu rumah tangga dan

menetap dalam rumah tangda.

2 http://www.artikata.com/arti-379582-kesusilaan.htm
% pasal 2 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Pamgian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

27



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kasus Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
1. Gambaran Umum Kepolisian Resort (Polres) Kota Palangka Raya.
Polres Kota Palangka Raya terletak di Jalan TRitwut Km.3,5 Kota Palangka Raya.
Luas wilayah Kepolisian Resort (Polres) Kota Pak@ndraya secara keseluruhan adalah

2.678,51 KmM. Pembagian wilayah Kepolisian Sektor (Polsek)iteatis 3 wilayah, yaitu :

1. Wilayah Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Pahanohajputi :
» Kota Palangka Raya;
* Kelurahan Pahandut;
* Kelurahan Pahandut Seberang;
* Kelurahan Panarung;
» Kelurahan Langkai;
» Kelurahan Tanjung Pinang;
* Kelurahan Jekan Raya,;
» Kelurahan Menteng;

» Kelurahan Petuk Ketimpun.

2. Wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Bukit Batu, meili :
» Kelurahan Sungei Gohong;

» Kelurahan Nyaru Menteng
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. Wilayah Kepolisian Sektor (Polsek) Sebangau, mélipu

Kelurahan Tangkiling;
Kelurahan Tumbang Tahai;
Kelurahan Mangku Baru;
Kelurahan Petuk Bukit;
Kelurahan Gaung Baru;
Kelurahan Petuk Berunai;
Kelurahan Pager Jaya;

Kelurahan Bukit Sua.

Kelurahan Kereng Bangkirai;
Kelurahan Sabaru;
Kelurahan Kalampangan,;
Kelurahan Bereng Bengkel,
Kelurahan Danau Tundai;

Kelurahan Kameloh Baru.
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Dibawah ini merupakan Bagan Struktur Organisasidisjan Kota Palangka Raya.
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Sumber Data Sekunder: Polres K ota Palangka Raya
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Dibawah ini merupakan Bagan Struktur OrganisasR&skrim Polres Kota Palangka Raya.

KASATRESKRIM
URBINOPS
URMNTU UR IDENTIFIRASI
UNITI UNITII UNITIII UNITIV UNIT BUSER UNIT PPA

Sumber Data Sekunder : Polres K ota Palangka Raya
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Berikut ini merupakan Deskripsi Kerja (Job Descdps) Kepolisian Resort (Polres)

Kota Palangka Raya.

1) KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES)

a.

Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikanuasat organisasi
dilingkungan Polres dan unsur pelaksanan kewilayalaégam jajarannya;
Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yam@it dengan pelaksanaan

tugasnya.

2) WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESORT (WAKAPOLRES)

a.

Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengaengawasi,
mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugasuelsatuan organisasi Polres
Kota Palangka Raya,;

Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalaidpalires berhalangan;
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapoledsmd hal pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan tugas pokok PotsPalangka Raya.

3) KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI (KABAG OPS)

a.

b.

Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasiisiepo

Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi,stédtrkarja sama dan pelatihan
dalam rangka operasi kepolisian;

Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisianmadek pengumpulan,
pengolahan dan penyajian serta pelaporan data shpdsa pengamanan kegiatan

masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
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d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencareasip perintah pelaksanaan
operasi, pengendalian dan administrasi operasilistgrg

e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaanmpanga markas di lingkungan
Polres;

f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatareRolr

4) KEPALA BAGIAN PERENCANAAN (KABAG REN)

a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangkkekp&molres, antara lain
Rencana Strategis dan Rancangan Kerja;

b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dadatonk Rencana Kerja
Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isi&elaksanaan Anggaran
(DIPA), Penyusunan Penetapan Kinerja, Kerangka Aderja (KAK) atau Term of
Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);

c. Pembuatan administrasi otoritasi anggaran tingebeg,

d. Pemantauan, penyusunan Laporan Realisasi AnggdiRA) (dan pembuatan
akuntabilitas kinerja satuan kerja dalam bentuk orap Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) meliputi analisis targencapaian kinerja, program dan

anggaran.
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5) KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA (KABAG SUMDA)

a. Pembinaan dan administrasi personil, meliputi :

\

Pembinaan karir personel Polres antara lain UsKlamaikan Pangkat (UKP),

Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Mutasi, Pengangkatan éemberhentian dalam
jabatan yang menjadi lingkup kewenangan Polres;

Perawatan personel antara lain pembinaan kesgahteohani, mental, jasmani,
moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan;

Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehgitam personel dan

pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api;

Pelatihan fungsi, antara lain fungsi teknis kepatis keterpaduan antar fungsi
teknis kepolisian dan fungsi pendukung;

Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNEbesérta keluarganya.

b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana, #itara

1.

Merawat dan menyalurkan perbekalan umum, peraktiasus, senjata api dan
angkutan;
Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntamanly milik Negara;

Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listek,dan telepon.

c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain

1.

2.

Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada instdasi personel Polres
beserta keluarganya;

Memberikan pendapat dan saran hukum;

34



3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personelsPbéserta keluarga dan
masyarakat;

4. Menganalisis sistem dan metoda terkait dengan keterperaturan perundang-
undangan di lingkungan Polres;

5. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaiégan penyusunan

Peraturan Daerah.

6) SEKSI PENGAWASAN (SIWAS)

a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan indidiemtiadap pelaksanaan
kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan daaragional yang dilakukan oleh
semua unit kerja;

b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinas @nyimpangan dan

pelanggaran yang ditemukan.

7) SEKSI PROVOS DAN PENGAMANAN (SIE PROPAM)

a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpgregdaku dan tindakkan
personel Polri;

b. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanamaitpersonel Polres;

c. Pelaksanaan sidang dan/atau kode etik profesipenaliaan profesi personel;

d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Pokeg gedang dan telah
menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etikgsip

e. Penertiban rehabilitasi personel Polres yang telataksanakan hukuman dan yang

tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin demi&kode etik profesi.
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8) SEKSI KEUANGAN (SIE KEU)

a.

Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembrgypangendalian, pembukuan,
akuntansi dan verifikasi;
Pembayaran gaji personel Polri;

Penyusunan laporan system akuntansi instansigat@nggungjawaban keuangan.

9) SEKSI UMUM (SIUM)

a.

Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaanaalatiay, kesekretariatan dan
kearsipan di lingkungan Polres;
Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilita®karapat angkutan, perumahan,

protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusamdadgkungan Polres.

10)SENTRAL PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)

a.

Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secaradterpatara lain dalam bentuk
laporan polisi, surat tanda terima laporan possrat pemberitahuan perkembangan
hasil penyidikan, surat keterangan tanda laporl&egan, surat keterangan catatan
kepolisian, surat tanda terima pemberitahuan, setdrangan lapor diri, surat izin
keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, suratmengemudi, dan surat tanda
nomor kendaraan bermotor;

Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat korasnilntara lain telepon, pesan
singkat, faksimile, jejaring sosial;

Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepemtimgasyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
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d.

Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan darapgaan laporan harian kepada

Kapolres melalui Bagian Operasional.

11)SATUAN INTELEJEN DAN KEAMANAN (SIE INTELKAM)

a.

Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamaaatgra lain persandian dan
produk intelijen di lingkungan Polres;

Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamgoaa terselenggaranya deteksi
dini (early detection) dan peringatan dinieérly warning), pengembangan jaringan
informasi melalui pemberdayaan personel pengemioagst intelijen;
Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap peskgan lingkungan strategi
serta penyusunan produk intelijen untuk mendukweggatan Polres;

Penertiban surat izin untuk keramaian dan kegiatasyarakat antara lain dalam
bentuk festival, bazaar, konser, pawai, pasar malameran, pekan raya, dan
permainan ketangkasan;

Penertiban STTP untuk kegiatan masyarakat, ardavadhlam bentuk rapat, sidang,
kongres, seminar, temu kader, diskusi panel, dimtsyaktif dan kegiatan politik;

Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunan sapjadan bahan peledak.

12)SATUAN RESERSE KRIMINAL (SAT RESKRIM)

a.

Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidildan penyidikan, serta
identifikasi dan laboratorium forensic lapangan;
Pelayanan dan perlindungan khusus terhadap reareg#t, dan wanita baik sebagai

pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan pargiarundang-undangan;
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c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan playanan umum;

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, savtgaj efektivitas pelaksanaan
tugas Satreskrim;

e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidang géakukan oleh penyidik
pada unit reskrim Polres;

f. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum &auasus, antara lain tindak

pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana terteintieerah hukum Polres.

13)SATUAN RESERSE NARKOBA (SAT RESNARKOBA)

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalaagn dan peredaran gelap
narkoba;

b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahanretebilitasi korban
penyalahgunaan narkoba;

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dayidigan tindak pidana
penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unikritedolsek dan Satresnarkoba
Polres;

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, sertgkaj efektivitas pelaksanaan

tugas Satresnarkoba.

14)SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT (SAT BINMAS)
a. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamessdarsa dalam rangka
peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakatdagprhaukum dan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
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b.

Pengembangan peran serta masyarakat dalam pemikeaaranan, ketertiban dan
perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;

Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terh&dagponen masyarakat antara
lain remaja, pemuda, wanita dan anak;

Pemberdayaan kegiatan Polisi Masyarakat (Polmasy yaeliputi pengembangan
kemitraan dan kerjasama antara Polres dengan na&ayarorganisasi, lembaga,

instansi, dan/atau tokoh masyarakat.

15)SATUAN SAMAPTA BHAYANGKARA (SAT SABRAHA)

a.

Pemberian arahan, pengawasan dan pengendaliarsgedalk tugas Satuan Samapta
Bhayangkara;

Pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan ketelamgalam pelaksanaan tugas di
lingkungan Satuan Samapta Bhayangkara;

Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaaagan Samapta Bhayangkara;
Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuénkegan pengamanan unjuk
rasa dan obyek vital, pengendalian massa, negpsiarta pencarian dan
penyelamatan atebearch and Rescue (SAR);

Pengamanan markas dengan melaksanakan pengatorpergagaan.

16)SATUAN LALU LINTAS (SAT LANTAS)

a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;

b.

Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja dantes sektoral, Dikmaslantas,

dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
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C.

f.

Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lingdend rangka penegakan hukum dan
keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancarafinéds;

Pelayanan administrasi registrasi dan identifikdsindaraan bermotor serta
pengemudi;

Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan ggdaan serta penanganan
kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukenta menjamin keamanan,
keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas;

Pengamanan dan penyelamatan masyarakat penggama jal

17)SATUAN PENGAMANAN OBYEK VITAL (SAT PAMOBVIT)

Penyelenggaraan manajemen operasional dan pel&gbherampilan;

Pengamanan lingkungan industry, kawasan tertemtu,pgngamanan obyek wisata,
mobilitas wisatawan, termasuk kegiatan kepariwesata

Pengamanan kantor kementrian, lembaga Negara, kilawdegara/lembaga asing,

termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus.

18) SATUAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI (SAT TAHTI)

a.

Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yamigaiian dengan tahanan, yang
meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jndan kondisi tahanan beserta
administrasinya;

Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasararlgani tahanan;

Pengelolaan barang titipan milik tahanan;

Pengamanan dan pengelolaan barang bukti besertaistaasinya.
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19)SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEPOLISIAN (SITIPOL)
a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan a,daserta pelayanan
telekomunikasi;
b. Penyelenggaraan sistem informasi criminal, yangputlpenyiapan dan penyajian
data dan statistik kriminal;
c. Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknadaunikasi dan informasi

dengan satuan fungsi di lingkungan Polres.

20)KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK)

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyara&iamdoentuk penerimaan dan
penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuanpedalongan termasuk
pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi peatertlan pelayanan surat
izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atdskkan anggota Polri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanamelipiti bahan
keterangan/informasi untuk keperluan deteksi oearly detection) dan peringatan
dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan aeamdan
ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuaigde ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek hesestuarganya serta

penyuluhan hukum pada masyarakat;
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e. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Palalas rangka pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwugukleipitraan serta membangun
kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

f. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;

g. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan

h. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajifanmiasi dan dokumentasi

kegiatan di lingkungan Polsek.

Beberapa unsur-unsur dan tugas dari Satuan Rdsens@al (Sat Reskrim) Polres Kota
Palangka Raya, yaitu :

a. Urusan pembinaan operasional, bertugas melakukanbipaan dan pengawasan
terhadap administrasi serta pelaksanaan penyetiddan penyidikan, menganalisis
penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitasgaglain tugas Satreskrim;

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan, bertugas yeeggarakan kegiatan
administrasi dan ketatausahaan;

c. Urusan identifikasi, bertugas melakukan identifikdan laboratorium forensik lapangan

dan pengidentifikasian untuk kepetingan penyiditan pelayanan umum;

Bentuk-Bentuk Penanganan Dari Unit Perlindungarefpuan dan Anak (PPA) Polres
Kota Palangka Raya Terhadap Korban Tindak Pidansudfl@an. Dalam hal ini Unit PPA
memberikan suatu pelayanan dan perlindungan khostsdap para remaja, anak dan

perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagairkedmuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Beberapa bentuk penanganan yang dilakuiariPPA Polres Kota Palangka Raya,

yaitu : %

1. Menerima pengaduan dari masyarakat atau laporan;

2. Melakukan konseling terhadap korban tindak pidaesukilaan;

3. Melakukan visum repertum terhadap korban tindakméckesusilaan;

4. Merujuk korban ke psikiater, apabila korban mengakaauma psikis yang cukup berat;

5. Merujuk korban ke crisis center atau rumah singgapabila korban mengalami
ketakutan (trauma berat) terhadap tindakan pid&sadiaan yang telah di alami oleh
korban;

6. Merujuk korban ke Rumah Sakit, untuk mendapatkaawatan dan pemulihan;

7. Melakukan proses verbal terhadap korban, saksikpelan saksi ahli;

8. Mengumpulkan bukti-bukti;

9. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait, sep®inas Sosial dan Lembaga
Perlindungan Anak (LPA) terkait dengan masalahmpptean dan anak;

10.Mengirimkan berkas dan mengkoordinasikan berkasaapanyidikan dengan pihak

Jaksa Penuntut Umum.

2. Data Kasus Tentang Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga.
Dibawah ini adalah uraian tentang identitas darrb&o tindak pidana kesusilaan
(pencabulan) pada tahun 2007 :
Nama : SLBintiA'S (Alm)

Umur : 14 Tahun

% Wawancara dengan Ipda Uni Subiyanti Selaku KaP# Polres Kota Palangka Raya pada tanggal 20 Diri.2
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Suku : Jawa
Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar

Alamat : JI. Abi Manyu No. 11 RT 07 Kel. Habaringrung Kec. Bukit Batu

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dadialpe tindak pidana kesusilaan

(pencabulan) pada tahun 2007 :

Nama : KM Bin B B (Alm)
Umur : 50 Tahun

Suku : Jawa

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Petani

Alamat : JI. Abi Manyu No. 11 RT 07 Kel. HabariHgirung Kec. Bukit Batu

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukain penyidik terhadap korban
dan tersangka, dari fakta-fakta/bukti dalam anayisadis maka modus operandi dari tindak
pidana kesusilaan (pencabulan) yang dilakukan tdetangka terhadap korban adalah sebagai

berikut:
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. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2007 attidak-tidaknya pada hari, tanggal
dan waktu yang lain yang masih termasuk dalam bwWlpril 2007, sekitar pukul
16.00Wib atau setidak-tidaknya pada waktu siang atae hari, bertempat di JI. Abi
Manyu No. 11 RT 07 Kel. Habaring Hurung Kec. Bukétu, Kodya Palangka Raya, Sdr
K M Bin B B (Alm) telah melakukan perbuatan cab@indan seseorang (Anak Tiri),
sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa& omang itu belum cukup 15
Tahun, atau tidak nyata berapa umurnya, bahwa databglum masanya buat dikawin.

. Bahwa tersangka mencabuli/menyetubuhi korban SdriBiti A S (Alm) dengan cara
meraba-raba/memegang payudara Sdri S L Binti A I81Aambil menggesek-gesekan
kemaluan tersangka ke kemaluan korban, sehinggantgka mengeluarkan sperma
diluar kemaluan korban.

. Bahwa tersangka tidak ada melakukan kekerasan ataaman kekerasan maupun
membujuk korban, tersangka hanya menyuruh dan kdridak menolak untuk dicabuli,
karena korban takut akan kebiasaan tersangka yaimgjsnudah marah.

. Bahwa pada saat tersangka mencabuli/menyetububaiptersangka mengetahui bahwa
umur korban sekitar 14 (empat belas) tahun danhreekolah kelas 2 (dua) SMP dan
belum masanya untuk dikawin.

. Bahwa tersangka mencabuli/menyetubuhi korban ssdahg, kurang lebih sekitar 10
(sepuluh) kali, dilakukan secara terus menerusreekaurang lebih 4 (empat) bulan, sejak
bulan Januari sampai yang terakhir kalinya tandgalApril 2007 dan jarak waktu
tersangka menyetubuhi yang pertama kali sampaiepdrghan berikutnya kadang-

kadang sekitar 2 (dua) kali, seminggu sekali at&du2) minggu sekali.
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Dibawah ini adalah uraian tentang identitas darrb&o tindak pidana kesusilaan

(persetubuhan) pada tahun 2009 :

Nama : N H Binti | H (Alm)
Umur : 13 Tahun

Suku : Banjar

Agama - Islam

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : JI. RTA. Milono KM. 7 (barak H. Said N@pPalangka Raya

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas darialpe tindak pidana kesusilaan

(persetubuhan) pada tahun 2009 :

Nama : S M Bin P L (Alm)
Umur : 44 Tahun

Suku : Banjar

Agama . Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan :Indonesia

Pekerjaan : Swasta (Sopir Truck)

Alamat : JI. RTA. Milono KM. 7 (barak H. Said N@0Palangka Raya
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Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakuiain penyidik terhadap korban
dan tersangka, dari fakta-fakta/bukti dalam anayisadis maka modus operandi dari tindak
pidana kesusilaan (persetubuhan) yang dilakukdmtelsangka terhadap korban adalah sebagai
berikut:

1. Kejadian berawal pada sekitar bulan Nopember 2888angka pindah rumah ke JI.
RTA.Milono KM.7 (Barak H.Said) Palangka Raya. Sakibulan Desember 2008 sekitar
pukul 04.30Wib isteri tersangka M | bangun tidundgzergi ke pasar, tinggal tersangka
dan korban serta anak yang masih kecil yang bedadanah. Pada saat itu tersangka
melihat korban tidur diluar (ruang tamu) juga sudi@mgun, dan duduk di pintu dekat
kamar, kemudian tersangka mendekati korban dan mgeklkorban dengan ingin
memberikan uang, tetapi dengan syarat harus bbrgetterlebin dahulu dengan
tersangka. Pada waktu itu korban hanya diam dagsilenrg tidur di kasur yang berada di
lantai, kemudian tersangka kembali mendekati kordan membuka sarung yang di
pakai oleh korban serta celana dalam korban, &et#la memasukkan kemaluan
tersangka ke dalam kemaluan korban, lalu di goyamgilaik turun keluar masuk secara
berulang-ulang di dalam kemaluan korban, sampair@dn tersangka mengeluarkan
sperma di luar kemaluan korban. Selang 2-3 hariukieam, tersangka menyetubuhi
korban untuk kedua dan ketiga kalinya.

2. Setelah itu pada tanggal 26 Februari 2009 korbanteesangka serta pihak keluarga
lainnya pindah ke JI. Meranti (Barak) Palngka Rajan ditempat tersebut tersangka
kembali menyetubuhi korban beberapa kali sampag ytanakhir kalinya pada sekitar
akhir bulan Februari 2009, sekitar sehari sebelsterii tersangka pergi meninggalkan

tersangka dan pindah ke JI. RTA. Milono KM.7 (BakhlSaid) Palangka Raya.
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3. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2009 sekitar pukuDAWib, tersangka menelpon
teman tersangka yang bernama | Y dan meminta tdlodhggar menyuruh korban untuk
menjemput anak tersangka yang masih kecil di Jimblaera, karena isteri tersangka
yang mengantarkan anak tersangka yang masih kepada adik tersangka di Jl.
Halmahera, berhubung pada saat itu tersangka seeésada di Kasongan.

Korbanlah yang diminta untuk menjemput anak yangiimé&ecil di rumah adik yang

berada di JI. Halmahera.

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas darib&o tindak pidana kesusilaan

(persetubuhan) pada tahun 2011 :

Nama -1 W Binti M N
Umur : 14 Tahun
Suku : Banjar
Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan :Indonesia
Pekerjaan : Pelajar

Alamat : JI. Tjilik Riwut KM.28 Nyaru Menteng Ke8ukit Batu Kodya Palangka Raya

Dibawah ini adalah uraian tentang identitas dadialpe tindak pidana kesusilaan
(persetubuhan) pada tahun 2011 :
Nama :SKBInTS (Alm)

Umur : 42 Tahun
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Suku : Dayak
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Satpam

Alamat . JI. Tjilik Riwut KM.28 Nyaru Menteng Ke8ukit Batu Kodya Palangka Raya

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukain penyidik terhadap korban
dan tersangka, dari fakta-fakta/bukti dalam anayisadis maka modus operandi dari tindak
pidana kesusilaan (persetubuhan) yang dilakukamtelsangka terhadap korban adalah sebagai
berikut:

1. Kejadian persetubuhan pertama kali dilakukan paldart 2007 dan terakhir kalinya pada
hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 08/ di Jl. Nyaru menteng, Kec.
Bukit Batu Palangka Raya, dan yang melakukan pdrssban tersebut adalah ayah tiri
(tersangka) Sdr S K dan korban nya adalah | W.

2. Tersangka menyetubuhi korban kira-kira sekitar kgréebih 50 (lima puluh) kali dan
persetubuhan pertama kali yaitu sekitar tahun 2@®itar pukul 09.00Wib, pada saat itu
korban yang masih duduk di kelas IV (empat) SD,apa@alnya rumah dalam keadaan
sepi sedangkan ibu korban kebetulan sedang bethnyearung, kemudian tersangka
menggendong korban kedalam kamar, lalu pada sdalada kamar tersangka langsung
menarik dan melepas celana korban, kemudian tdtagnga melepaskan celana dalam
korban dan langsung menindih tubuh korban sambidadha memasukan kemaluannya

kedalam kemaluan korban. Pada saat itu korban tidalt dan berusaha lari keluar
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kamar, tetapi tersangka mengancam dengan mengatakas nanti kamu bisa saya
pukul”, tetapi korban tidak menghiraukan, sekeiitkapula tersangka memukul kepala
korban dan kembali menarik korban keatas tempat.tiarena korban merasa takut di
pukul kembali oleh tersangka, maka korban hanya diam dan pasrah, setelah itu
tersangka langsung memasukan kemaluannya kedalamaluan korban dan
digoyangkan dengan cara naik turun secara beruwlemg. Tidak lama kemudian
tersangka mencabut kemaluannya dan mengeluarkamapg di atas perut korban.
Kemudian tersangka memakai celananya kembali saméiigatakan kepada korban
“awas kamu jangan cerita dengan ibu, apabila karanceritakannya, kamu bisa aku
pukul dan tidak bisa bersekolah lagi”.

. Lalu sekitar dua minggu kemudian tersangka kembalnyetubuhi korban untuk kedua
kalinya, dengan cara yang kurang lebih sama desghelumnya, dan pada saat itu
rumah juga dalam keadaan sepi, isteri tersangkak tiderada dirumah, setelah
persetubuhan yang pertama dan yang kedua tersevagngka sering mengambil
kesempatan pada saat isteri tersangka sedang dtdur tidak berada dirumah, lalu
tersangka juga kadang-kadang memegang payudararkaidn kemudian membawa
korban kedalam kamar, setelah itu kembali menydtukarban dan tersangka selalu
mengatakan agar tidak menceritakan persetubuhsebtdrkepada siapapun dan apabila
korban menceritakan hal tersebut maka korban td@k disekolahkan lagi, dan karena
korban merasa takut, maka korban hanya menurutiidiak bercerita kepada orang lain.

. Kemudian persetubuhan yang terakhir kalinya adpsada hari Senin tanggal 28 Maret
2011 sekitar pukul 08.00Wib dengan cara yang hasgina dengan sebelumnya dan

sperma tersangka selalu dikeluarkan diluar kemakodpan, yaitu diatas perut.
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Tabd 2.1

Jenis Tindak Pidana K esusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga

Di Polres Kota Palangka Raya
Tahun 2007-2011

) . Tahun
No | Tindak Pidana = 70008 | 2009 | 2010]  zo1z] SU™@"
1 Pencabulan 1 - - - - 1
2 Persetubuhan - - 1 - - 1
3 Persetubuhan - - - - 1 1
Jumlah 1 - 1 - 1 3

Sumber Data Sekunder : Polres Kota Palangka Raya

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah

Tangga Terhadap Anak Dibawah Umur Khususnya Di K ota Palangka Raya.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang faktor peatyeterjadinya tindak pidana
kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap ditswah umur di kota Palangka Raya,
penulis akan menyinggung sedikit tentang perlindmngnak. Perlindungan anak merupakan
suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwojlk@adilan dalam masyarakat, dengan
demikian perlindungan anak sedapat mungkin harusatliakan dalam berbagai bidang

kehidupan bernegara dan bermasyar&kat.

% Sumiarni, MG.E-2003, Hak dan Kewajiban Orang Taa Anak di Indonesia, Justisia
Et Pax, hal 9.
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Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya suatdaipidana kesusilaan dalam lingkup

rumah tangga terhadap anak dibawah umur, yangudtdetkoleh para pelaku, seperti ayah tiri

atau paman, adalai”:

1. Ayah tiri (pelaku) :

a)

b)

d)

Faktor ekonomi, karena si pelaku tidak mempunyavagan yang cukup dan tidak
mempunyai pekerjaan tetap untuk dapat memberikdkalmaterhadap keluarga.
Dengan adanya faktor tersebut maka pelaku dapa@ademudah melakukan tindak
pidana kesusilaan terhadap anak tiri (korban).

Faktor istri yang kurang maksimal dalam melayaminsu(pelaku) secara batin, dan
suami (pelaku) merasa kurang puas dengan apa ¥dalg diberikan oleh istri,
kemudian di saat ada kesempatan untuk dapat mekgalinasrat tersebut, suami
melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap angkdrban);

Faktor si pelaku (ayah tiri) merasa anak yang tehsmjadi korban tindak pidana
kesusilaan tersebut hanya sebagai anak tiri, d&aanbberasal dari darah daging si
pelaku (ayah tiri);

Faktor lingkungan, pergaulan dari si pelaku (ayajyang sering mabuk-mabukan
dan di pengaruhi secara tidak baik oleh teman-tesigoelaku, sehingga pelaku
melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap andkdrban);

Faktor adanya kesempatan dan niat dari pelakukw@pat melakukan tindak pidana
kesusilaan terhadap anak tiri (korban). Disaat &orbedang asik bermain bersama

teman-temannya dan tidak ada pihak keluarga laiyayg mengawasi, pelaku lalu

#"Wawancara dengan Bripka Joko Selaku Anggota PiriilA Polres Kota Palangka Raya pada tanggal 13 Me

2011.
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membujuk dan merayu agar korban mau untuk di parkta/atau di cabuli,atau
bahkan dengan cara dipukul telebih dahulu.
2. Paman (pelaku) :

a) Karena, si pelaku tidak mempunyai pekerjaan tep@mdangguran) sehingga pelaku
berpikir untuk dapat melakukan tindak pidana kdaasi terhadap keponakan
(korban);

b) Adanya ketertarikan terhadap korban, karena keraalébuh dan paras cantik dari
si korban yang sedang beranjak dewasa, sehinggkupélerpikiran untuk dapat
melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban.

c) Faktor jalinan persaudaraan yang kurang baik/Bepaham antara pihak orang tua
korban dengan pelaku, sehingga menyalurkan rasagakeenangan terhadap orang

tua korban, yaitu dengan melakukan tindak pidasaditaan (menyetubuhi) korban.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resort
(Polres) Kota Palangka Raya.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisi@sdtt (Polres) Kota Palangka Raya
terhadap hak anak yang menjadi korban tindak pi¢tasasilaan dalam lingkup rumah tangga,
yaitu :

1) Pada saat pemeriksaan tahap penyidikan, korbamlakpkan secara khusus, seperti
penyidik yang melakukan penyidikan biasanya adakhyidik perempuan, dan tidak

menggunakan pakaian dinas, serta dilakukan padeganayang khusus. Karena pada
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saat proses penyidikan, kondisi psikis atau mekaaban tidak boleh dalam keadaan
dibawah tekanan;

2) ldentitas korban sangat dirahasiakan oleh pihakigdn karena telah diatur dalam Pasal
17 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tenf@edindungan Anak, yang
menyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atekpdekerasan seksual atau yang

berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan™;

D. Upaya Pencegahan Secara Preventif Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap
Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Lingkup Rumah
Tangga.
1. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yangjagie korban tindak pidana
kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, pihak Pentadri Kota Palangka Raya
memberikan upaya pencegahan secara preventif, :\yitu
a) Pemerintah Kota Palangka Raya berkordinasi dengares? Dinas Sosial, dan
Lembaga Perlindungan Anak memberikan sosialisatandaentuk penyebaran
leafleat tentang perlindungan terhadap anak. TupiEkukan suatu sosialisasi ini
adalah agar dapat memberikan suatu pengetahuaad#grhsetiap masyarakat
terutama Lingkup Rumah Tangga, mulai dari Provikabupaten, dan Kecamatan.

b) Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memberikanauparycegahan hanya sebatas
regulasi yang terkait dengan Undang-Undang Penigdo Anak, karena ada

Peraturan Pemerintah yang membatasi dalam upaygageiman secara teknis.

2 \Wawancara dengan Ibu Susi selaku Kepala Badan étdmyman Perempuan dan Anak Kota Palangka Raya pada
tanggal 23 Juni 2011.
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2. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yangjaaie korban tindak pidana
kesusilaan dalam lingkup rumah tangga, adanya upayeegahan secara preventif yang
dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort (Polres)&Btlangka Raya, yaitu:

a) Dalam hal ini Polres Kota Palangka Raya berkooslidangan Dinas Sosial Kota
Palangka Raya untuk melakukan suatu upaya penyultégrdadap setiap Rumah
Tangga atau Kepala Keluarga, khususnya di kotanBéaRaya. Penyuluhan tersebut
rutin dilakukan 1 kali setiap 2 minggu sampai dengabulan. Penyuluhan tersebut
dilakukan, agar masyarakat atau setiap Rumah Tamggaahami dan mengetahui
pentingnya perlindungan terhadap anak, mewujudkam rdenjamin kesejahteraan
anak dari segala bentuk eksploitasi, kekerasanggmesayaan, penyiksaan dan
penelantaran. Karena anak membutuhkan jaminan daphapemenuhan dan
penghormatan hak-haknya tanpa perlakuan diskrimtzdam bentuk apapun. Dalam
hal ini Polres Kota Palangka Raya melakukan suatg@manan terhadap korban
dari tindak pidana kesusila&.

b) Penyuluhan yang dilakukan pihak Polres Kota Palanflaya terhadap anak
khususnya pelajar SMP, SMA maupun sederajat, ydéngan cara langsung
mendatangi sekolahan-sekolahan, seperti SMPN hdélaeRaya, SMPN 3 Palangka
Raya, SMAN 3 Jekan Raya dan SMA 4 Jekan Raya. Derigpan untuk
mengurangi tingkat anak yang menjadi korban tingadana kesusilaan terhadap
anak perempuan khususnya. Selain itu pihak Polres Kalangka Raya juga
memberikan suatu penyuluhan terhadap kepribadiamtamngang berkaitan dengan

tingkah laku dan pergaulan khususnya anak perengiuéota Palangka Raya;

% Wawancara dengan Brigadir Elisabet Selaku AngBetayidik Unit PPA Polres Kota Palangka Raya pada
tanggal 13 Mei 2011.

55



c) Penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan pihdke®dota Palangka Raya tidak
hanya dilakukan terhadap anak-anak, tetapi judgedap lingkup keluarga dari anak
tersebut. Penyuluhan tersebut biasanya dilakukbaladi kelurahan bukit desa dan
panarung, yang bertujuan agar lingkup keluarga aeesebut dapat mengetahui
dampak dan akibat apabila telah melakukan suatuptan tindak pidana kesusilaan.
Selain itu juga agar lingkup keluarga dari anakdbut akan merasa takut dan tidak

serta merta melakukan suatu tindak pidana kesusiaa

3. Dinas Sosial dalam memberikan upaya pencegahanaspieventif untuk perlindungan
terhadap anak yang menjadi korban tindak pidanaisiean dalam lingkup rumah
tangga, yaitu dengan cara:

a) Pihak Dinas Sosial juga melakukan suatu penyul@tan sosialisi dengan instansi
terkait, seperti Polres dan Lembaga PerlindungaakARenyuluhan atau sosialisasi
tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan aeleldeafleat, dengan tujuan
agar setiap Lingkup Keluarga dapat membaca dan heemaisi dari leafleat yang
telah diberikan. Selain memberikan selebaran legfleenyuluhan atau sosialisasi
juga dilakukan melalui media elektronik, sepertilahé iklan Televisi stasiun TVRI
Kalimantan Tengah. Penyuluhan ini rutin dilakukatisp 4 (empat) kali dalam 1

Tahun;

%0 Wawancara dengan Brigadir Muhsinin Selaku Angdaayidik Unit PPA Polres Kota Palangka Raya pada

tanggal 13 Mei 2011.
31 Wawancara dengan Bapak Hardi Rampay selaku K&pass Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tangga

22 Juni 2011.
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b) Dinas Sosial, melakukan upaya untuk melindungi arealg menjadi korban tindak
pidana kesusilaan, dengan tujuan agar korban méeasamg dan aman selama di
karantinakan oleh pihak Dinas sosial yang berkoaslidengan pihak Polres, selama
proses penyidikan berlangsung. Dalam hal ini ditakuterhadap anak (korban) yang
merasakan tidak tenang dan tidak aman beradagkupRumah Tangganya, karena
mengalami gangguan psikis berat dan tidak memignpat untuk berlindung
Misalkan seorang pembantu yang masih anak dibawalr,umenjadi korban tindak
pidana kesusilaan oleh majikannya, karena korbamasakan ketakutan untuk
kembali ke lingkup Rumah Tangga tersebut, makadwh karantinakan oleh pihak
Dinas Sosial untuk jangka waktu 2 minggu. Apabitablan mengalami gangguan
psikis berat, pihak Dinas Sosial akan merujuk kaurra center untuk dapat
memberikan perlindungan secara khusus, agar kotialak pidana kesusilaan
merasa terlindungi. Di tempat trauma center, kortveamdapatkan jaminan selama
proses karantina. Selain itu Dinas Sosial dapatjumeikorban ke Rumah Sakit Jiwa
Kalawa Atei apabila korban mengalami gangguan jiakdbat tindak pidana

kesusilaan.
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4. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Anak (LPA) K&talangka Raya memberikan
upaya-upaya pencegahan secara preventif, sebagad warlindungan terhadap anak
yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan ddiagkup rumah tangga. Upaya
tersebut dapat dilakukan sebagai berikit :

a) Pihak Lembaga Perlindungan Anak berkordinasi dergalnes dan Dinas Sosial
dalam hal ini juga melakukan penyuluhan atau sessil Undang-Undang yang
berkaitan dengan Perlindungan Anak terhadap anak-alan orang tua/lingkup
Rumah Tangga. Penyuluhan yang dilakukan tidak habgakaitan dengan
Perlindungan Anak yang menjadi korban tindak pid&esusilaan, tetapi juga
berkaitan dengan trafficking dan masalah narkobany&uhan ini turut serta
mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakatgpawapenghuni panti asuhan
dan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantangah;

b) Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka Raya selalakukan penyuluhan juga
melakukan kegiatan kongres anak dalam rangka Helsipasi Anak. Anak-anak di
kumpulkan untuk diajak berbicara dan belajar dgb@mbentukan suatu komisi yang
dijalankan oleh anak-anak. Seperti pembentukkam Butak, dan Pemimipin dalam

pembentukkan komisi Anak.

Selain memberikan upaya pencegahan secara preveatifbaga Perlindungan Anak
(LPA) Kota Palangka Raya juga memberikan beberapanskepada Orang Tua dalam lingkup

rumah tangga, yaitu :

32 \Wawancara dengan Ibu R.A.Setiyono Hidayati SelBékretaris Lembaga Perlindungan Anak Kota Palangka
Raya pada tanggal 21 Juni 2011.
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1. Hargai anak dan bersikap adil.

Dengan menciptakan suasana penuh kasih sayindalBstiatu penghargaan bila si anak
melakukan perbuatan terpuji dan beritahu kesalafzaapabila anak melakukan tindakan yang
tidak baik. Dengan demikian anak akan belajar merggi orang lain, terutama dengan
orangtuanya;

2. Dengarkan keluhan anak.

Apabila anak berperilaku buruk atau tidak baik,esepmelawan, suka memukul atau

berbohong, maka pahamilah perasaannya dan didemgkekuhannya;
3. Ungkapkan dengan jelas.

Ketidaksenangan orangtua dengan anak, ketika asrakifilaku tidak baik. Hindari kata-

kata atau ungkapan yang memojokan anak;
4. Peringatan lebih awal.

Ketika orangtua menginginkan anaknya melakukanasesaobalah ingatkan lebih awal
dan berikan suatu penjelasan;

5. Menghindar ketika marah.

Ketika orangtua marah karena perilaku anak, makaghiadarlah seketika dari anak-
anak, kemudian tenagkan diri orangtua setelah idglogkan dengan anak, mengapa orangtua
tersebut marabh;

6. Berupaya lebih akrab.

Binalah hubungan yang lebih akrab dengan anakngegai anak akan menjadi lebih
terbuka terhadap orangtua. Jadilah contoh bagi dakm menanamkan nilai-nilai moral dan
sosial yang berlaku. Karena dunia anak adalah duamg penuh keceriaan dan kekerasan bukan

merupakan cara yang tepat untuk menghadapi andk-ana

59



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan pada Bab IV tersebut, reakagulan yang diperoleh Penulis

adalah sebagai berikut.

1. Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilanmvithyah hukum Polres Kota
Palangka Raya dari tahun 2007 sampai dengan tadliLbh dlaporkan sebanyak 3 kasus,
dengan rincian yaitu 1 kasus tentang tindak pidasusilaan (pencabulan) pada tahun
2007, 1 kasus tentang tindak pidana kesusilaarsép#guhan) pada tahun 2009, dan 1
kasus tentang tindak pidana kesusilaan (persetabyteda tahun 2011. Pelaku yang
melakukan tindak pidana kesusilaan paling banyakupakan ayah tiri dari korban
tindak pidana kesusilaan.

2. Secara keseluruhan faktor-faktor yang menjadi pemlyeterjadinya tindak pidana
kesusilaan dalam lingkup rumah tangga terhadap drgvah umur di wilayah Polres
Kota Palangka Raya adalah karena ekonomi yang gunaelaku tidak mempunyai
wawasan yang cukup dan tidak mempunyai pekerjaay yatap, karena pengaruh
lingkungan yang tidak baik, ekonomi yang kurangupekan suatu faktor utama untuk
dapat terjadinya suatu tindak pidana kesusilaargapéan pelaku yang sering mabuk-
mabukan, dan karena adanya kesempatan dan niatddarpelaku tindak pidana
kesusilaan.

3. Bentuk Perlindungan perlindungan hukum terhadag ailzawah umur yang menjadi

korban tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rurtzatgga oleh Kepolisian Resort

60



(Polres) Kota Palangka Raya telah dilakukan sedeagan prosedur pemeriksaan tahap
penyidikan terhadap perempuan dan anak;

4. Upaya pencegahan secara preventif yang dilakukah Bemerintah Kota Palangka
Raya, Dinas-dinas terkait Kota Palangka Raya, damldaga Perlindungan Anak Kota
Palangka Raya dalam memberikan perlindungan tephadak yang menjadi korban
tindak pidana kesusilaan dalm lingkup rumah tandgpat dikatakan cukup baik dan
telah dijalankan secara maksimal. Karena secam@tedan selalu berkordinasi dalam
memberikan suatu pencegahan secara preventif, daim bentuk sosialiasi/penyuluhan
terhadap orang tua atau lingkup keluarga, anak-é®ialva SMP dan SMA), penyebaran
leafleat, selain itu sosialisasi/penyuluhan judakdikan melalui media elektronik (Iklan
Televisi stasiun TVRI Kalimantan Tengah). Walaupo@nya sebatas regulasi yang
terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Analardikakan ada beberapa Peraturan

Pemerintah (PP) yang membatasi dalam upaya pera@gehbara teknis.

B. Saran
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhaamfe@gk yang menjadi korban
tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tanggea penulis ingin memberikan beberapa
saran sebagai berikut.
1. Pemerintah Kota Palangka Raya, Kepolisian Resoitd®) Kota Palangka Raya, Dinas-
Dinas terkait Kota Palangka Raya dan Lembaga Flemrigan Anak Kota Palangka Raya
dalam memberikan upaya pencegahan secara prevémwifdaknya tidak hanya

melakukan suatu sosialisai/penyuluhan saja, meailengan upaya-upaya pencegahan
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lainnya yang terkait dengan upaya pencegahan wtdapkt mengurangi tingkat tindak
pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tangga.

. Pihak penyidik anak Polres Kota Palangka Raya hselasu berpijak pada aturan hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun tpeaa perundang-undangan
yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah Undandddg Perlindungan Anak.

. Penyidik anak Polres Kota Palangka Raya dalam malhéndaknya meningkatkan
kemampuan terkait dengan upaya pencegahan seerenpf. Selain itu peningkatan
kemampuan berpikir yang lebih baik lagi dalam menkibe suatu pendapat atau
masukan terhadap atasan dalam upaya pencegahaa peeeentif lainnya terhadap
tindak pidana kesusilaan dalam lingkup rumah tandgmar Polres dalam hal ini dapat
lebih leluasa dalam melakukan suatu upaya ataakkaoh, tanpa adanya suatu batasan

tertentu.
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